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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan dari penelitian yaitu sebagai berikut:  

1. Kategori barang milik perusahaan dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 adalah aset yang berupa 

barang yang memiliki nilai-nilai ekonomi, komersial, atau nilai tukar 

yang dimiliki oleh setiap bentuk usaha yang berbadan hukum/tidak, 

milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan 

hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan 

pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain 

serta usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Aset tersebut dapat berupa barang jadi, 

bahan baku, bahan dalam proses yang dimiliki oleh perusahaan 

dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Termasuk di 

dalamnya adalah barang tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan) 

ataupun berupa barang bergerak (seperti modal, simpanan, dan 

hutang) yang dapat dianggap sebagai suatu harta kekayaan). 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 bertentangan dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Karena peraturannya berada 

pada hirarki yang tidak sama dimana Undang Undang berada paa 

posisi yang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah, berdasarkan asas 

lex superior derogat legi inferiori, maka yang berlaku adalah 

ketentuan dalam Undang Undang. Berarti dalam hal ini yang berlaku 

adalah ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023. Kemudian dengan menggunakan asas lex posterior derogat legi 

priori yang menyatakan bahwa peraturan yang baru 

mengesampingkan peraturan lama. Maka yang akan berlaku adalah 

ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sehingga 

Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

kedudukannya menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan 

ketentuan yang lebih tinggi dan lebih baru. 

3. Ketidakjelasan pengaturan mengenai PHK dengan dasar ceroboh atau 

sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya barang 

milik Perusahaan dapat mengakibatkan tidak terciptanya pertukaran 

hak dan kewajiban antara para pihak secara proporsional dan 

menimbulkan perbedaan kepentingan tidak diselesaikan secara 

proporsional. Secara konkret hal tersebut dapat terlihat dari 

munculnya resiko-resiko yang merugikan pihak pekerja/buruh. 

Padahal seperti yang diketahui bahwa resiko-resiko yang timbul 
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tersebut muncul sebagai dampak karena pekerja/buruh tersebut harus 

menjalankan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam 

perjanjian kerja. Tidak tercapainya asas proporsionalitas juga terjadi 

karena ketidakjelasan pengaturan akibat adanya kewenangan yang 

kembali diberikan kepada pengusaha untuk melakukan PHK secara 

langsung yang menyebabkan tidak terciptanya proses hukum yang adil 

(due process of law).  

B. Saran 

Terhadap hasil penelitian di atas, dapat diajukan saran dalam hal 

mengatasi permasalahan dalam penelitian ini antara lain yaitu:  

1. Disarankan kepada pemerintah, mengingat bahwa pemerintah 

memiliki kewenangan dalam membuat suatu peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka, dalam 

pembuatannya haruslah mencakup ketentuan yang secara 

eksplisit menerangkan mengenai definisi atau kategori dari 

“barang milik perusahaan” yang dimaksudkan. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan 

dapat menciptakan suatu keadilan bagi masyarakatnya.  

2. Disarankan kepada pemerintah untuk merevisi peraturan-

peraturan yang inkonsisten, peraturan yang tidakseragam, atau 

bertentangan dengan peraturan diatasnya atau peraturan lainnya. 
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Hal tersebut ditujukan agar peraturan perundang-undangan 

dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakatnya.  

3. Disarankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan 

pembedaan akibat hukum atau sanksi yang diberikan antara 

pekerja/buruh yang “ceroboh” dengan pekerja/buruh yang 

“sengaja” merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya 

barang milik Perusahaan. 

4. Disarankan kepada pengusaha untuk dapat mencegah terjadinya 

PHK yang tidak adil dan menjadikan PHK sebagai langkah 

terakhir yang harus dilakukan. Salah satu upaya tersebut dapat 

dilakukan dengan cara menyepakati secara bersama-sama 

ketentuan dalam perjanjian kerja dengan pekerja/buruh itu 

sendiri.  

5. Disarankan kepada pekerja atau buruh untuk mempelajari 

ketentuan peraturan perundang undangan berkaitan dengan 

Pemutusan Hubungan Kerja agar tidak terjadi kesewenang 

wenangan PHK yang dilakukan oleh Pengusaha atau pemberi 

kerja. 
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